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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan menganalisis politik hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam 

pembentukan dan implementasi regulasi yang memperkuat industri keuangan syariah di Indonesia, 

dengan fokus pada peraturan terkait tata kelola syariah, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta 

dampaknya terhadap stabilitas dan pertumbuhan lembaga keuangan syariah. Menggunakan metode 

penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan analisis 

regulasi, penelitian ini mengandalkan sumber data primer seperti undang-undang dan Peraturan OJK, 

sekunder berupa jurnal, buku, dan laporan resmi OJK, serta tersier seperti kamus dan data statistik. 

Data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasilnya menunjukkan politik 

hukum OJK berperan strategis dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah melalui integrasi 

prinsip syariah ke sistem hukum nasional, penguatan tata kelola syariah via DPS, kepatuhan, dan audit 

syariah, serta peningkatan stabilitas dan pertumbuhan lewat transparansi, manajemen risiko, dan 

dukungan inovasi digital. Meski ada tantangan seperti keterbatasan kompetensi SDM dan harmonisasi 

dengan fatwa DSN-MUI, regulasi OJK menciptakan landasan hukum kokoh untuk industri keuangan 

syariah yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. 

Kata Kunci: Politik Hukum, OJK, Keuangan Syariah, Tata Kelola Syariah, Regulasi. 

 
Abstract 

This study aims to analyze the legal politics of the Financial Services Authority (OJK) in the 

formulation and implementation of regulations that strengthen the Islamic finance industry in 

Indonesia, focusing on regulations concerning sharia governance, the role of the Sharia Supervisory 

Board (DPS), and their impact on the stability and growth of sharia financial institutions. Employing 

a normative legal research method with statutory, conceptual, historical, and regulatory analysis 

approaches, the study utilizes primary legal materials such as laws and OJK regulations, secondary 

materials including journals, books, and official OJK reports, as well as tertiary materials like 

dictionaries and supporting statistical data. Data are analyzed qualitatively using a descriptive-

analytical approach. The results indicate that OJK’s legal politics play a strategic role in 

strengthening the Islamic finance ecosystem through integrating sharia principles into the national 

legal system, enhancing sharia governance via the DPS, compliance functions, and sharia audits, and 

improving industry stability and growth through transparency standards, risk management, and 

support for digital innovation. Despite challenges like limited human resource competencies and 

harmonization with DSN-MUI fatwas, OJK regulations have established a solid legal foundation for 

the development of an inclusive, sustainable, and equitable Islamic finance industry. 

Keywords: Legal Politics, OJK, Islamic Finance, Sharia Governance, Regulation. 

 

PENDAHULUAN 

Industri keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat 

dalam dua dekade terakhir. Sektor ini tidak hanya mencakup perbankan syariah, tetapi juga 

asuransi syariah, pasar modal syariah, pembiayaan syariah, reksadana syariah, dan instrumen 

sukuk. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa perkembangan ini menunjukkan 

perluasan ekosistem keuangan syariah yang semakin kompleks dan terintegrasi, sehingga 

membutuhkan regulasi dan pengawasan yang lebih komprehensif (OJK, 2023). Berdasarkan 
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laporan kinerja industri, total aset keuangan syariah Indonesia mencapai Rp 2.972,94 triliun 

per Juni 2025 dengan pangsa pasar 11,47%, menunjukkan kontribusi signifikan dalam sistem 

keuangan nasional (OJK, 2025). 

Pertumbuhan tersebut menandakan bahwa keuangan syariah bukan lagi sektor 

pinggiran, melainkan elemen strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Namun, 

perkembangan yang pesat juga menimbulkan tantangan dalam aspek pengawasan, tata kelola, 

dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Setiap lembaga keuangan syariah wajib memastikan 

bahwa seluruh operasi, produk, dan kebijakan internal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah 

seperti akad, risk sharing, dan pelarangan unsur riba, gharar, maupun maisir. Oleh karena itu, 

regulasi dan pengawasan menjadi faktor fundamental dalam menjaga integritas dan 

keberlanjutan industri ini. 

Secara istilah, politik hukum terkadang juga dikaitkan dengan kebijakan publik (public 

policy). Kebijakan dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk 

mengarahkan pemerintah dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan 

publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-

undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan yang mengarah pada 

upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara) (Neil, et.all., 

1975:1). Pada tataran empiris, politik hukum telah digunakan oleh Mahfud MD dalam 

memahami relasi antara hukum dan politik. Mahfud MD menghadirkan sebuah pendekatan 

yang berbeda dalam memahami sebuah fenomena hukum, dalam hal ini berbeda dengan 

pendekatan klasik yang melihat hukum dari sisi yuridis normatif ansich, Mahfud MD melihat 

hukum dari sisi yuridis sosio politis, yang menghadirkan sistem politik sebagai variabel yang 

mempengaruhi rumusan dan pelaksanaan hukum. Berdasarkan hasil penelitiannya, Mahfud 

MD berkesimpulan bahwa suatu proses dan konfigurasi politik rezim tertentu akan signifikan 

pengaruhnya terhadap suatu produk hukum yang kemudian dilahirkannya. Dalam negara yang 

konfigurasi politiknya demokratis, produk hukumnya berkarakter responsif atau populistik, 

sedangkan di negara yang konfigurasi politiknya otoriter, produk hukumnya berkarakter 

ortodoks atau konservatif atau elitis (Mahmodin, 2010:22). Dalam hal ini dipahami bahwa 

kebutuhan pembangunan hukum harus sejalan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Bila dikaitkan dengan politik hukum ekonomi syariah, hal tersebut menunjukkan bahwa 

ketersediaan pranata hukum ekonomi syariah adalah kebutuhan mutlak dalam pembangunan 

kelembagaan ekonomi syariah. Ketersediaan pranata hukum tersebut merupakan bagian upaya 

dari politik hukum yang berkaitan erat dengan positivikasi hukum. Positivikasi hukum 

dipahami sebagai upaya memformalkan suatu hukum yang normatif seperti hukum Islam 

menjadi hukum nasional, sehingga dipahami bahwa hukum Islam positif artinya adalah hukum 

Islam yang diformalkan menjadi hukum nasional. Ketentuan hukum formal yang mengatur 

pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia adalah segala ketentuan yang telah melalui 

proses positifikasi oleh negara. Jika suatu hukum ekonomi sudah diformalkan oleh negara 

maka kekuatan berlakunya bersumber dari negara, sehingga berlaku menyeluruh bagi rakyat 

Indonesia dan dapat dipaksakan untuk diterapkan dalam kegiatan ekonomi tersebut (Hamid, 

2006;92). Law rence M . Friedman (2009:33) menjelaskan bahwa hukum memberi pengaruh 

signifikan terhadap kehidupan masyarakat, karena hukum dibentuk untuk mencapai suatu 

tujuan. Realitas pernyataan tersebut dapat dilihat dalam perjalanan hukum ekonomi syariah di 

Indonesia. Berbagai studi tentang hubungan hukum dan ekonomi syariah menunjukkan bahwa 

kemajuan ekonomi syariah tidak akan berhasil tanpa pembangunan hukum yang 

mendahuluinya, sehingga sangat tepat jika dikatakan bahwa antara sistem hukum dan sistem 

ekonomi terdapat int eraksi dan hubungan saling pengaruhmempengaruhi 
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Dalam konteks inilah, OJK memiliki peran strategis sebagai lembaga regulator yang 

bertanggung jawab mengawasi seluruh sektor jasa keuangan, termasuk sektor syariah. Sejak 

beralihnya kewenangan pengawasan dari Bank Indonesia kepada OJK, lembaga ini telah 

menerbitkan berbagai Peraturan OJK (POJK) untuk memperkuat struktur industri, 

meningkatkan tata kelola syariah, dan memastikan stabilitas sistem keuangan. Beberapa 

regulasi penting seperti POJK No. 2 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Syariah bagi Bank 

Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta POJK No. 25 Tahun 2024 mengenai tata kelola 

syariah bagi BPRS, menjadi dasar penguatan governance, transparansi, dan pengawasan 

syariah (OJK, 2024a; OJK, 2024b). 

Penerbitan regulasi tersebut tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik hukum, yaitu 

bagaimana kebijakan hukum dibentuk dalam konteks kekuasaan, kepentingan, dan kebutuhan 

masyarakat. Politik hukum dalam regulasi OJK berupaya menyeimbangkan antara prinsip 

syariah, kebutuhan stabilitas sistem keuangan nasional, serta standar internasional. Lahirnya 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor 

Keuangan (UU P2SK) semakin memperkuat mandat OJK untuk mengembangkan sistem 

keuangan syariah yang modern, berdaya saing, dan inklusif (OJK, 2023b). 

Di sisi lain penguatan pengawasan syariah melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga 

menjadi elemen penting. DPS bertugas melakukan pengawasan kepatuhan syariah secara 

internal, memastikan produk dan kegiatan operasional lembaga keuangan syariah tetap sesuai 

dengan fatwa dan prinsip syariah. Namun, penelitian menunjukkan bahwa efektivitas DPS 

sangat bergantung pada regulasi, independensi, dan struktur tata kelola yang diatur oleh OJK 

(Juwaini, 2022). Berdasarkan uraian di atas perlu dilakukan penelitian tentang Politik Hukum 

Peraturan OJK dalam Penguatan Keuangan Syariah.  

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian 

yang berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur 

akademik terkait politik hukum serta regulasi keuangan syariah. Penelitian hukum normatif 

dipilih karena objek kajian berupa peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang 

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), serta Peraturan OJK seperti 

POJK No. 2 Tahun 2024 dan POJK No. 25 Tahun 2024, yang seluruhnya merupakan bahan 

hukum tertulis yang memerlukan analisis yuridis mendalam. Dalam penelitian ini digunakan 

beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk 

mengkaji seluruh regulasi yang menjadi dasar penguatan keuangan syariah; pendekatan 

konseptual (conceptual approach) untuk memahami konsep politik hukum, tata kelola syariah, 

dan kepatuhan syariah; serta pendekatan historis (historical approach) untuk menelusuri 

perkembangan regulasi keuangan syariah dari masa sebelum OJK berdiri hingga dinamika 

terkini setelah berlakunya UU P2SK. Di samping itu, penelitian juga memanfaatkan 

pendekatan analisis regulasi untuk menilai efektivitas implementasi peraturan OJK dalam 

memperkuat tata kelola dan stabilitas industri keuangan syariah. 

Sumber data dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, seperti undang-

undang, peraturan OJK, dan fatwa DSN-MUI; bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal 

ilmiah, laporan resmi OJK seperti Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 

(LPKSI), serta penelitian terdahulu mengenai tata kelola syariah; dan bahan hukum tersier, 

seperti kamus hukum dan data statistik pendukung. Seluruh data dikumpulkan melalui studi 

kepustakaan (library research) dengan mengakses dokumen resmi, jurnal akademik, dan 

literatur pendukung lainnya. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif, 
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yaitu dengan menginterpretasikan isi regulasi, menilai kesesuaiannya dengan prinsip syariah, 

menelaah implikasi politik hukumnya, serta menghubungkannya dengan teori-teori yang 

relevan seperti teori politik hukum dan sharia governance. Hasil analisis disajikan secara 

deskriptif, sistematis, dan argumentatif untuk menjawab fokus penelitian mengenai bagaimana 

politik hukum OJK membentuk dan memperkuat regulasi keuangan syariah di Indonesia. 

 

PE
i

MBAHASAN  

Berikut adalah uraian secara rinci dan menyeluruh mengenai hasil penelitian ini, yang 

menganalisis politik hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pembentukan dan 

implementasi regulasi yang memperkuat industri keuangan syariah di Indonesia. Pembahasan 

mencakup aspek-aspek kunci seperti definisi politik hukum, regulasi ekonomi syariah, peran 

OJK, efektivitas tata kelola syariah, dampak terhadap stabilitas dan pertumbuhan, serta 

analisis politik hukum secara keseluruhan. Penelitian ini memberikan pembaharuan dengan 

mengintegrasikan data terkini dari laporan OJK 2025 dan UU P2SK 2023, serta analisis 

mendalam terhadap tantangan harmonisasi fatwa DSN-MUI dengan regulasi OJK, yang belum 

banyak dibahas dalam literatur sebelumnya. Untuk mendukung uraian, disertakan tabel 

ringkasan regulasi utama (Tabel 1) dan grafik perkembangan aset keuangan syariah (Grafik 1) 

sebagai unsur penunjang visual. 

a. Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia dan Regulasi Ekonomi Syariah 

Politik hukum ekonomi syariah di Indonesia dipahami sebagai proses pembuatan dan 

pelaksanaan hukum yang mengarahkan negara untuk mencapai tujuan bangsa melalui 

formalisasi prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem hukum positif, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 29 UUD 1945 (Mashudi, 2013:97). Ekonomi syariah, sebagai sistem yang berbeda dari 

kapitalisme dan sosialisme, menekankan kesejahteraan manusia, alokasi sumber daya berbasis 

maqashid syariah, dan pendidikan moral (Afzalurrahman, 1996:10; Chapra, dalam Hamid, 

2006:68). Politik hukum ini tercermin dalam upaya positivikasi hukum Islam, yang melibatkan 

kebijakan pemerintah untuk memformalkan regulasi ekonomi syariah guna mendukung 

praktik usaha yang adil dan berkelanjutan. 

Secara historis, politik hukum ekonomi syariah di Indonesia telah berkembang melalui 

serangkaian regulasi yang menandai era baru keuangan syariah. Ini dimulai dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang 

mendukung pembiayaan APBN melalui sukuk dan mendorong perkembangan sukuk global 

(Anshori, 2008:132-137). Kemudian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah memperkuat eksistensi perbankan syariah untuk mengentaskan kemiskinan 

dan mendorong pembangunan nasional (Ali, 2008:16). Pendirian bank syariah oleh BUMN 

melalui dual banking system, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (dengan 

PP Nomor 42 Tahun 2006 dan KMK Nomor 4 Tahun 2009), serta berdirinya Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada 1999, menunjukkan komitmen 

pemerintah dalam membangun ekosistem syariah yang komprehensif. Regulasi lain seperti 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Zakat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) melalui PERMA 02 

Tahun 2008, PP Nomor 39 Tahun 2008 tentang Asuransi Syariah, dan pendirian Direktorat 

Pembiayaan Syariah di Departemen Keuangan, semuanya berkontribusi pada landasan hukum 

yang setara antara bank syariah dan konvensional. 

Regulasi ekonomi syariah secara keseluruhan diarahkan untuk mendukung pertumbuhan 

industri yang kompetitif, sehat, dan terpercaya, sambil menjaga kepercayaan masyarakat dan 

melindungi pelaku bisnis serta nasabah. Daftar regulasi utama yang telah diterbitkan 

mencakup Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
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Perbankan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Zakat, Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang 

Perasuransian. Pembaharuan dalam penelitian ini terletak pada analisis integrasi regulasi ini 

dengan perkembangan terkini, seperti UU P2SK 2023, yang memperkuat mandat OJK dalam 

pengembangan keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan.  
Tabel 1: Ringkasan Regulasi Utama Ekonomi Syariah di Indonesia 

No. 
Regulasi Tahun Fokus Utama 

1 
UU No. 19/2008 

tentang SBSN 
2008 

Pembiayaan APBN 

melalui sukuk 

2 

UU No. 21/2008 

tentang 

Perbankan 

Syariah 

2008 
Penguatan perbankan 

syariah 

3 
UU No. 41/2004 

tentang Wakaf 
2004 

Pengelolaan wakaf 

uang 

4 
UU No. 38/1999 

tentang Zakat 
1999 

Pengumpulan dan 

distribusi zakat 

5 

UU No. 3/2006 

tentang 

Peradilan 

Agama 

2006 
Penyelesaian perkara 

ekonomi syariah 

6 
KHES (PERMA 

02/2008) 
2008 

Kompilasi hukum 

perdata Islam 

7 

UU No. 40/2014 

tentang 

Perasuransian 

2014 
Pengembangan 

asuransi syariah 

b. Politik Hukum OJK dalam Pembentukan Regulasi Keuangan Syariah 

Politik hukum OJK dalam penguatan keuangan syariah dipengaruhi oleh faktor-faktor 

seperti kebutuhan penguatan tata kelola syariah, dinamika regulasi nasional, perkembangan 

industri syariah global, dan tuntutan kepastian hukum. OJK bertindak sebagai aktor sentral 

yang menentukan arah kebijakan, melakukan harmonisasi dengan undang-undang seperti UU 

P2SK 2023, serta memastikan industri berkembang dalam kerangka hukum yang tertata. 

Regulasi OJK, seperti POJK No. 2 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum 

Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta POJK No. 25 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Syariah 

bagi BPRS, mencerminkan orientasi politik hukum yang menempatkan keuangan syariah 

sebagai sektor strategis. Ini bukan hanya produk teknokratis, melainkan respon terhadap 

kebutuhan masyarakat muslim, komitmen negara, dan pembangunan yang adil. 

Pembentukan POJK ini mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam hukum positif, 

memperkuat mekanisme pengawasan syariah, kewajiban sharia governance, dan peran Dewan 

Pengawas Syariah (DPS). OJK tidak hanya fokus pada pertumbuhan aset, tetapi juga integritas 

syariah dan akuntabilitas. Pembaharuan dalam penelitian ini adalah analisis bagaimana politik 

hukum OJK menjembatani kesenjangan antara regulasi nasional dan praktik global, dengan 

data dari laporan OJK 2025 menunjukkan peningkatan pangsa pasar syariah menjadi 11,47%. 

c. Efektivitas Peraturan OJK dalam Tata Kelola Syariah (Sharia Governance) 

Peraturan OJK terkait tata kelola syariah membawa dampak positif dengan memperjelas 

struktur dan fungsi DPS, termasuk hubungannya dengan OJK. DPS diwajibkan meningkatkan 
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kompetensi syariah, memahami risiko operasional, dan menjalankan sharia review berkala. 

Regulasi juga memperkuat fungsi kepatuhan syariah melalui unit kepatuhan syariah (UKS) 

dan audit intern syariah, menjadikan pengawasan lebih terstruktur. Standar tata kelola yang 

ketat mencakup transparansi, pelaporan, dokumentasi akad, dan manajemen risiko syariah 

untuk produk seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, dan ijarah. 

Namun, efektivitas implementasi menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya 

manusia dalam manajemen risiko syariah, peran DPS yang sering formalitas, dan rendahnya 

literasi syariah masyarakat. Pembaharuan penelitian ini menekankan evaluasi berdasarkan 

data OJK 2024, yang menunjukkan peningkatan kepatuhan namun masih ada gap dalam 

kapasitas SDM, dengan rekomendasi pelatihan intensif untuk mengatasi tantangan tersebut. 

d. Dampak Regulasi OJK terhadap Stabilitas dan Pertumbuhan Keuangan Syariah 

Regulasi OJK berkontribusi signifikan pada stabilitas industri dengan meningkatkan 

kepercayaan publik, pertumbuhan aset, dan penurunan risiko pelanggaran syariah. 

Standarisasi pelaporan, manajemen risiko, dan pengawasan ketat mendukung inklusi 

keuangan melalui inovasi seperti fintech syariah dan pasar modal syariah. Dari perspektif 

makroprudensial, kebijakan ini membuka peluang pasar luas, meskipun pengawasan fintech 

masih memerlukan regulasi tambahan. 

Tantangan meliputi kompetisi dual banking yang tidak seimbang dan harmonisasi fatwa 

DSN-MUI dengan regulasi OJK. Pembaharuan dalam penelitian ini adalah analisis dampak 

terhadap pertumbuhan aset syariah, dengan grafik menunjukkan tren positif dari 2015-2025. 

Grafik 1: Perkembangan Aset Keuangan Syariah Indonesia (2015-2025) 

(Grafik batang sederhana: Tahun di sumbu X, Aset dalam Triliun Rupiah di sumbu Y. 

Contoh data: 2015: Rp 500T, 2020: Rp 1.500T, 2025: Rp 2.973T. Tren naik menunjukkan 

pertumbuhan stabil.) 

e. Analisis Politik Hukum terhadap Kebijakan OJK 

Analisis menunjukkan bahwa politik hukum regulasi OJK berada pada tiga orientasi 

utama. Pertama, orientasi penguatan hukum nasional, yaitu menempatkan industri keuangan 

syariah dalam kerangka regulasi nasional yang sistematis dan terintegrasi dengan UU P2SK, 

UU OJK, serta kebijakan pemerintah dalam sektor keuangan. Kedua, orientasi perlindungan 

konsumen dan kepatuhan syariah, yang menekankan perlunya instrumen hukum untuk 

menjaga kemurnian prinsip syariah dan melindungi konsumen dari produk yang tidak sesuai 

syariah. Ketiga, orientasi pembangunan ekonomi, yang menempatkan industri keuangan 

syariah sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional melalui pembiayaan berbasis kemitraan 

(risk sharing), keberlanjutan (sustainability), dan nilai keadilan. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum yang dijalankan 

OJK mempunyai arah yang jelas: memperkuat legalitas, meningkatkan kualitas tata kelola 

syariah, dan menciptakan stabilitas industri. Namun keberhasilan implementasi sangat 

bergantung pada kesiapan industri, kapasitas sumber daya manusia, konsistensi pengawasan, 

serta harmonisasi antara fatwa, regulasi, dan praktik operasional. 

KE
ii

SIMPULA
iii

N  

Penelitian ini mengungkapkan bahwa politik hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

memainkan peran strategis dalam memperkuat industri keuangan syariah di Indonesia melalui 

pembentukan dan implementasi regulasi yang secara efektif mengintegrasikan prinsip-prinsip 

syariah ke dalam sistem hukum nasional, sehingga menciptakan harmonisasi antara kebutuhan 

masyarakat muslim, komitmen negara, dan standar internasional, yang tercermin dalam 

Peraturan OJK seperti POJK No. 2 Tahun 2024 dan POJK No. 25 Tahun 2024 yang 

memperkuat tata kelola syariah melalui penguatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), 
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fungsi kepatuhan syariah, audit syariah, serta standar transparansi dan manajemen risiko, yang 

pada gilirannya meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan industri dengan mendorong inovasi 

digital, inklusi keuangan, dan kepercayaan publik, meskipun masih dihadapkan pada 

tantangan seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, harmonisasi regulasi dengan 

fatwa DSN-MUI, dan kesenjangan literasi syariah, sehingga regulasi OJK secara keseluruhan 

telah membangun fondasi hukum yang kokoh untuk pengembangan ekosistem keuangan 

syariah yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Berdasarkan temuan tersebut, 

disarankan agar OJK meningkatkan program pelatihan dan pengembangan kompetensi 

sumber daya manusia di bidang syariah untuk mengoptimalkan efektivitas DPS dan unit 

kepatuhan syariah, memperkuat mekanisme harmonisasi antara regulasi OJK dengan fatwa 

DSN-MUI melalui forum dialog berkala, serta mendorong kampanye literasi syariah kepada 

masyarakat dan pelaku industri guna meningkatkan partisipasi publik dan mengurangi risiko 

non-compliance, sehingga kebijakan politik hukum dapat lebih responsif terhadap dinamika 

perkembangan industri keuangan syariah global dan nasional. 
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